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KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadirat Allah SWT, atas berkat
rahmat serta hidayah-Nya, sehingga dapat menyelesaiakan
modul Pengantar Hukum Indonesia (PHI) untuk Fakultas
Hukum Universitas Mulawarman tahun ajaran 2021-2021
semester gasal.

Modul mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia ini,
merupakan pedoman bagi mahasiswa semester awal
(semester 1), yang baru akan menempuh perkuliahan di
Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, dan sebagai
pengetahuan dasar.

Modul ini, secata subtansi berisi rincian/tahapan
perkuliahan Pengantar Hukum Indonesia yang diberikan
salama semester gasal tahun ajaran 2021-2022. Pada setiap
pertemuan, modul ini akan disampaikan sebagai pedoman
bagi mahasiswa untuk belajar lebih awal.

Metode dalam modul ini Pengantar Hukum Indonesia
dengan cara one way, dan sebagian diberikan dengan metode
Problem Based Learing yang terjadwal. Fungsi Modal ini untuk
mempermudah mahasiswa dalam mempelajari keseluruhan
isi subtansi dari mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia,
sechingga harapannya mahasiswa membaca keseluruhan
modul ini secara seksama sebelum proses pembelajaran akan
dimulai. Modul ini subtansi dasar, yang menjadi titik anjak
bagi mahasiswa baru, untuk mengenal hukum-hukum positif

yang ada dan berkembang di Indonesia saat ini. secara



subtansi, merupakan konsep, teori, norma dasar di dalam
pembentukan hukum-hukum Indonesia.

Pada akhir, saya menyadari masih banyak kekurangan
dari modul ini, untuk itu segala saran, kritik, masukan untuk
perbaikan modul ini. Kesempuraan adalah milik Pencipat
Ala mini (Allah SWT). Terimakasih buat ayah Ibu yang selalu
mendoakan dinda, sehat selalu. Suamiku yang mendorong
terus untuk berkarya atas motivasi dan doa-doanya, serta
kasih sayang, cinta, kebersaman dalam kehidupan “D”’.

Pada saat ini bangsa kita, menghadapi pendemi covig
19, dampak dalam pola belajar dilakukan melalui daring.
Proses pembelajaran dengan daring, sebagai pengganti tatap
muka, berakibat pada pola pembelajaran bagi mahasiswa.
Adaptasi dengan ilmu dan teknologi, baik dosen dan
mahasiswa, juga mempengaruhi proses pembelajaran, dan
inovasi-inovasi baru selama perkuliahan dengan media
daring. Semoga pendemi ini cepat berlalu, dan dapat
melakukan proses pembelajaran tata muka antara dosen,
mahasiswa yang maksimal.

Mahasiswa sebagai generasi Z, tentu sangat mudah
mengakses informasi dan teknologi, dan beradaptasi. Proses
pembelajaran daring, banyak tantangan dan harapan yang
masih jauh dari proses belajar tatap muka. Semoga modul
ini, menjadi pegangan bagi mahasiswa dalam memahami
pengantar hukum Indonesia

Sebaik-baik manusia, adalah manusia yang di dalam
hidupnya banyak memberi manfaat bagi masyarakat. Modul

ini sebagai iktiar saya untuk memberi manfaat bagi
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mahasiswa. Ilmu ini saya tabur semoga tumbuh subur dan

manfaat” amiin.
Samarinda, 20 Januari 2022

Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H
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MODUL1

MENGENAL PENGANTAR
HUKUM INDONESIA

A. Latar Belakang

Pengantar hukum Indonesia merupakan pengantar
untuk mempelajari hukum. Pengantar Hukum Indonesai
(PHI) merupakan mata kuliah dasar yang ditempuh bagi
pemula (calon yuris).

PHI obyek adalah peraturan-peraturan hukum yang
sedang berlaku di Indonesia saat ini (disebut dengan hukum
positif). PHI sebagai pengantar yang mengantarkan hukum
yang Sebatas di Indonesia yang berlaku saat ini. secara umum
PHI merupakan pengantar hukum untuk mempelajari
bidang-bidang/aturan/ketentuan/ tata hukum yang berlaku
di Indonesia. PHI sebagai pengenalan dan pengantar hukum
Indonesia untuk memberikan pemahaman awal kepada
pemula (calon yuris) sistematika dan susunan hukum yang

saat ini berlaku di Indonesia.

B. Tujuan Pengantar Hukum Indonesia

1. Mempelejari pengertian, dan memahami macam-macam
hukum (bentuk, isi), yang berlaku di Indonesia;

2. Mempelajari  pengertian dan memahami perbuatan-
perbuatan hukum yang wajib, harus, dilarang menurut

hukum Indonesia;



3. Mempelajari pengertian dan memahami hak, kewajiban,
kedudukan setiap orang dalam masyarakat, dan negara
menurut hukum Indonesia; dan

4. Mempelajar pengertian dan memahami prosedur hukum

(acara peradilan) yang ada dan diterapkan di Indonesia.

C. Jadwal Kegiatan Perkulihan
Jadwal Kegiatan Perkuliahan Pertama, pada Hari Senin
Tanggal 24 Agustus 2021, melalui zoom meeting.

D.Penilaian Perkulihan

Pada pertemuan awal, penilian pada perilaku
mahasiswa, kesiapan dalam belajar dari mahasiswa terhadap
PHIL

E. Kegiatan

1. Pengertian Pengantar Hukum Indonesia

Pengantar Hukum Indonesia (PHI) terdiri dari 3 (tiga)
kata yakni “pengantar,” “hukum” dan “Indonesia.”
Pengantar berarti mengantarkan pada tujuan tertentu.
Pengantar dalam bahasa Belanda disebut “Inliding’ dan
“Introduction” (bahasa Inggris) yang berarti memperkenalkan
secara umum atau secara garis besar yang tidak mendalam
atas sesu-atu hal tertentu. Pada istilah Pengantar Hukum
Indonesia yang diperkenalkan secara umum atau secara garis
besar adalah hukum Indonesia.

PHI merupakan satu rangkaian dengan Pengantar Ilmu

Hukum, dimana keduanya merupakan mata kuliah yang
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merupakan satu kesatuan mata kuliah dasar bagi calon yuris
yang akan mempelajari ilmu hukum.

PHI merupakan ilmu pengetahuan dasar atau fondasi
dalam bidang hukum, yang merupakan pengembangan dari
materi kelanjutan dari Pengantar Ilmu Hukum yang lebih
difokuskan pada lapangan bidang-bidang hukum yang ada di

Indonesia.

2. Pengertian Hukum

Pengertian hukum banyak secara pengertian dan
pandangan yang diberika beberapa ahli hukum dari zaman
plato, ahli dari luar negari, dan dari dalam negeri sudah
memberi pandangan apa itu hukum.

Batasan pengertian hukum, salah satunya menurut
Sudikno Mertokusumo,! mengemukakan, “hukum merupa-
kan keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-
kaedah dalam suatu kehidupan bersama. Dimana
keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku
dalam suatu kehidupan bersama yaitu masyarakat, dapat
dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.

Hukum itu, dimaknai sebagai kaidah/norma yang ada
di masyarakat. Norma yang ada dalam kehidupan masyarakat

antara lain:

1 Sudikto Mertakusuma, 2005, Menganal Hhukun: Suatu Pengantar, Liberty,
Yogjakarta, him.40.
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a. Norma Kaidah Agama
Sebagai kaidah aturan yang datangnya dari Tuhan Yang
Maha Esa berupa kewajiban/larangan yang dilakukan
manusia/penganutnya;

b. Norma Kaidah Kesusilaan
Sebagai kaidah yang mengatur hidup manusia yang
berasal dari hati nurani (dalam jiwa manusia), perasaan
bersalah terkait perilaku yang baik dan dan tidak baik;

c. Norma Kaidah Kesopanan
Sebagai kaidah yang mengatur hidup yang timbul dari
pergaulan-pergaulan masyarakat yang berlaku pada
masyarakat yang bersangkutan;

d. Norma Kaidah Hukum
Suatu aturan vyang tertulis yang dalam peraturan
perundang-undangan yang dibuat sesuai dengan prosedur
atau tata cara yang telah ditetapkan, sebagai pedoman dan

dasar untuk mengatur masyarakat

3. Pengertian Tata Hukum Indonesia

Pengertian tata hukum Indonesia, menyusun dan
mengatur tertib kehidupan di Indonesia. Tujuan tata hukum
adalah untuk mempertahankan, memelihara, dan melaksana-
kan tata tertib di kalangan anggota-anggota masyarakat
dalam negara itu dengan peraturan perundang-undangan
yang diadakan oleh negara atau bagian-bagiannya.

Tata hukum dapat diinterprestasikan sebagai susunan
hukum yang terdiri atas aturan-aturan hukum yang tertata

sedemikia rupa, sehingga orang mudah menemukan bila,
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suatu ketika membutuhkannya, guna menyelesaikan peris-
tiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat.

Tata hukum yang ada di masyarakat ditaati sebagai
hukum positif Indonesia (ius constitutum). Ius constitutum
sebagai hukum yang berlaku di Indonesia, sebagai dasar
dalam berprilaku, contoh Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP).

4. Sejarah Tata Hukum Indonesia

Sejarah hukum Indonesia tidak lepas dari Hindia
Belanda yang menjajah di Indonesia. Pemerintah Hindia
Belanda menerapkan hukum di di Indonesia, dengan
membedakan 3 (tiga) yaitu hukum Eropa yang berlaku
untuk orang Eropa, hukum yang berlaku untuk Timur
Tengah (India, China, Jepang, dan Arab), dan hukum yang
berlaku pada pribumi (masyarakat Indonesia) yaitu hukum
adat yang berlaku di daerah-daerah yang diakui masyarakat.

Pada masa Jepang, yang berlaku Peraturan Asamu Sirei
(UU Bala Tentara Jepang) Nomor.1 Tahun 1942, Pasal 3
menyebutkan, segala badan pemerintahan dan kekuasaannya,
hukum dan undang-undang dari pemerintah yang dahulu
tetap diakui sah bagi sementara waktu, asal saja tidak
bertentangan dengan aturan pemerintah militer.

Setelah Indonesia merdeka, tanggal 17 Agustus 1945,
menerapkan asas konkrodasi, yang intinya hukum-hukum
dari pemerintahan Hindia Belanda tetap berlaku, selama
belum ada yang mengaturnya. Contoh BW (KUHPerdata),
KUHDagang.



E. Pembinaan Hukum Indonesia

Berkembangnya hukum yang begitu cepat mengikuti
perkembangan masyarakat, ilmu, dan teknologi. Untuk itu
dibentuk Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)
sebagai unsur penunjang pelaksanaan tugas pokok

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia.

BPHN tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan

hukum nasional. Fungsi BPHN antara lain yaitu:

a) Perumusan dan pelaksanaan kebijaksaan teknis di bidang
pembinaan hukum nasional;

b) Perumusan dan pelaksanaan kebijaksaan teknis di bidang
pembinaan hukum nasional;

c) Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi;

d) Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan badan;

e) Pembinaan dan pengembangan sistem hukum nasional;

f) Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana pemba-
ngunan hukum nasional dan program legislasi nasional
(prolegnas);

g) Pembinaan, pembimbingan dan koordinasi serta kerja-
sama di bidang penyuluhan hukum;

h) Penyelenggaraan kegiatan dalam upaya membentuk
budaya hukum masyarakat; dan

1) Pembinaan dan pengembangan sistem jaringan doku-

mentasi dan informasi hukum dan perpustakaan hukum.



Tugas Individu

1.

Mengintifikasi hak dasar warganegara;

2. Mengindentifikasi kewajiban dasar warganegara; dan

3. Mengindentifikasi pengaturan hak, dan kewajiban

warganegara

Tugas Kelompok anda membuat video virtual hak,
kewajiban, pengaturan dalam UUD NRI 1945.

Petunjuk Mengerjakan Tugas Individu (zake home)

1.

Anda dowland UUD NRI Tahun 1945, amandemen
pertama, kedua, ketiga, dan empat;

Setelah anda, kualifikasi mana yang masuk hak-hak, dan
kewajiban warga negara yang dijamin oleh negara dalam
UUD NRI Tahun 1945

Anda tabelkan hak, dan kewajiban warga negara dengan

membuat excel.

Petunjuk Mengerjakan Tugas Kelompok

1.

Silakan anda membentuk kelompok maksimal 7 (tujuh)
orang, setelah pilihi ketua, tim teknis yang membuat
membuat zoom bersama, dan diskusi virtual dengan
kelompok anda membahas yang sudah buat di tugas
individu, dengan durasi maksimal 10 menit menggunakan
zoom.

Setelah itu, hasil diskusi virtual itu, anda upload melalui
google driva, dan link di share di MONSL, dengan
menambahkan to sharing, supaya dapat diakses semua

orang,.
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Agustus 2011

Rencana Perda Hoanling, 15 Agustus 2011

Catatan Buram Pengelolaan Sumber Daya Kaltim, 25
Agustus 2011

Santksi Tindak Pidana Bakumutn Lingkungan Mennrnt UU
No.32 Tahun 2009, Bagian 1, 22 September

Santksi Tindak Pidana Bakummutu Lingkungan Menurut UU
No.32 Tabhun 2009, Bagian 2, 29 September

Santksi Tindak Pidana Bada Rekayasa Genetika, 5 Oktober
2011

Tata Kelola SDA Kaltim Dalam Hubungan Antar Bangsa
(1), 27 Oktober 2011

Tata Kelola SDA Kaltim dalam Hubungan Antar Bangsa
(1), 3 November 2011

Tata Kelola SDA Kaltin: Dalarn Hubungan Antar Bangsa (Bagian I11),
10 November 2011
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168) Alb Fungi Laban Pertanian Untuk  Pertantbangan  (Bagian 1),

Diterbitkan 17 November 2011

169) Alb Fungs Laban Petanian Untuk Pertantbangan (Bagan II) 24

170)

2012
171)

172)
173)

174)

175)
176)
177)
178)
179)
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188)

210

November 2011
Inmplikasi ~ Otonomri - Daerah terhadap — Penguasaan — SDA
Kalipantan Tinumr, 1 Desember 2011,

Banjir Lumpur Tambang Batubara Di Palaran
Samarinda

Kewajiban Pemkot Dan Peran Masyarakat Samarinda.
Gerakan Masyarakat Samarinda Menggugat Dampak
Tambang

Penerapan Pidana Lingkungan Hidup Di Kota
Samarinda

Gugatan Organisasi Lingkungan Hidup Di Samarinda
BLH Kota Samarinda Dan Kerusakan Lingkungan
Izin Lingkungan Dan Sanksi Administrasi

Mengkritisi Kebijakan Pertambangan Kaltim

Tindak Pidana Korporasi Lingkungan Hidup Kota
Samarinda (Bagian I)

Tindak Pidana Korporasi Lingkungan Hidup Kota
Samarinda (Bagian II)

Perlindungan Perempuan Dan Anak Di Bidang
Pertambangan

Industri Briket Batubara Kota Samarinda

Kegagalan Manajemen Energi

Mengkritisi Penggunaan Bbm Non Subsidi

Makna Ktt Bumi Rio+20 Bagi Kaltim

Unsur Kelalaian Lima Bocah Di Sumur Bekas
Tambang
Pentingnya Konferensi Rio+20



189)
190)

191)
192)

193)

194)
195)
196)
197)
198)
199)

Mengkritisi Revisi Perda Rtrw Balikpapan

Kolaborasi Jalan Hauling Di Taman Nasional Bukit
Soeharto

Pengendalian Ekspor Mineral

Memprediksi Musim Kemarau Dan Nilai Kearifan
Lokal

Belajar Pajak Super Pertambangan Untuk Makmurkan
Rakyat

Membangun Green Religion

Pertambangan Ramah Lingkungan

Filosofi Gugatan Masyarakat Dalam UU PPLH

Akibat Hukum Pencemaran Sungai Sanggata
Menunggu Pelaksanaan Putusan Pengadilan

Tindak Lanjut Langkah Jatam Kaltim

Setiap detik yang kita miliki, jadikan diri kita manusia
yang bermanfaat buat semua di mana pun”. Yang lalu
bukan milik kita, dan ke depan belum tentu milik kita.
MARI Memberi manfaat dan berdampak pada lain.
Dalam setiap aktivitas sertakan Doa Tuhan, Orangtua,
serta Suami. DV.

Samarinda, 20 Januari 2022
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MODUL
PENGANTAR HUKUM INDONESIA

odul mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia ini, merupakan pedoman bagi

mahasiswa semester awal (semester 1), yang baru akan menempuh perkuliahan di
Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, dan sebagai pengetahuan dasar. Modul ini,
secara subtansi berisi rincian/tahapan perkuliahan Pengantar Hukum Indonesia yang
diberikan salama semester gasal tahun ajaran 2021-2022. Pada setiap pertemuan, modul
ini akan disampaikan sebagai pedoman bagi mahasiswa untuk belajar lebih awal.

Metode dalam modul ini Pengantar Hukum Indonesia dengan cara one way, dan
sebagian diberikan dengan metode Problem Based Learing yang terjadwal. Fungsi Modal
ini untuk mempermudah mahasiswa dalam mempelajari keseluruhan isi subtansi dari mata
kuliah Pengantar Hukum Indonesia, sehingga harapannya mahasiswa membaca
keseluruhan modul ini secara seksama sebelum proses pembelajaran akan dimulai. Modul
ini subtansi dasar, yang menjadi titik anjak bagi mahasiswa baru, untuk mengenal hukum-
hukum positif yang ada dan berkembang di Indonesia saat ini. secara subtansi, merupakan
konsep, teori, norma dasar di dalam pembentukan hukum-hukum Indonesia.

Modul1:  Mengenal Pengantar Hukum Indonesia

Modul 2: Sumber Hukum dan Bahan Hukum

Modul 3: Pengantar Hukum Tata Negara

Modul 4: Pengantar Hukum Administrasi Negara

Modul 5: Pengantar Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana
Modul 6: Pengantar Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata
Modul 7:  Ujian Tengah Semester (UTS) Sesuai Jadwal

Modul 8: Pengantar Hukum Dagang

Modul 9: Pengantar Hukum Ketenagakerjaan

Modul 10: Pengantar Hukum Agraria

Modul 11: Pengantar Hukum Pajak

Modul 12: Pengantar Hukum Internasional dan Pengantar Hukum Perdata Internasional
Modul 13: Pengantar Hukum Adat dan Hukum Islam

Modul 14: Pengantar Hukum Adat dan Hukum Islam

Modul 15: Pengantar Hukum Lingkungan

Modul 16 Ujian Akhir Semester (UAS)

OO D
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